WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 126 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

i 2

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum skala kecil di wilayah Pemerintah Kota
Banjarmasin telah ditetapkan Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 126 Tahun 2024 tentang Pedoman
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

bahwa berdasarkan evaluasi, dalam pelaksanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dapat
mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah  Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ketentuan
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 126 Tahun 2024
tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum Skala Kecil Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umurm;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor
126 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6885);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013
Tahun 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 10/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
93);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014
Nomor 84).



Menetapkan: = PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH  UNTUK
KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2024
tentang Pedoman Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum Skala Kecil Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor
126) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

- |
g

pada tanggal

diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal - L

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

DOLLY SYAHBANA
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR -



